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Keputusan Bupati Lumajang Nomor :

188.4513071427.1212023 tanggal
20 Juli 2023 tentang Status Tanggap
Darurat Dalam Rangka Penanganan
Kedaruratan lnfrastruktur Daerah Aliran
Sungai Glidik, Daerah Aliran Sungai
Regoyo dan Daerah Aliran Sungai
Mujur Tahun 2023.

Keputusan Bupati Lumajang Nomor :

188.4513081427J212023 tanggal
2"1 Juli 2023 tentang Status Transisi
Darurat ke Pemulihan Bencana Alam
Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2023.

Keputusan Bupati Lumajang Nomor :

188.4513091427.1212023 tanggal
21 Juli 2023 tentang Komando Transisi
Darurat ke Pemulihan Bencana Alam
Banjir dan Tanah Longsor Tahun 2023.
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BIIPATI LUMA.IANG
PROVINSI JAUIA TIMUR,
KEPUTUSAN BUPATI LUMAJANG

NOMOR : 188.45/308 1427.r212023

TtrNTANG

STATUS TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN
BENCANA ALAM BANJIR DAN TANAH LONGSOR TAHUN 2023

Menimbang a

Mengingat

bahwa bencana alam banjir dan tanah longsor yang terjadi
pada tanggai 7 J,,;.Ii 2023 cenderung menurun eskalasinya,
sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan
sekelompok orang/ masyarakat masih tetap berlangsung
sehingga perlu segera dilakukan langkah-langkah
penanganan lanjutan sehingga kehidupan dan penghidupan
dapat segera pulih;

b. bahwa untuk mempercepat pemulihan bencana alam banjir
dan tanah longsor sebagaimana dimaksud huruf a, serta
agar pemukiman, sarana dan prasarana vital serta kegiatan
ekonomi masyarakat dapat berfungsi kembali perlu
ditetapkan Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana
Alam Banjir dan Tanah l,ongsor;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Status Transisi
Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Banjir dan Tanah
Longsor Tahun 2023 dengan Keputusan Bupati.

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dan Lingkungan
Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan
Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II
Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12

Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota
Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa
Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Joryakarta;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2OO7 tentang
Penanggulangan Bencana;
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BUPATI LUMAJANG,



Menetapkan
KESATU

KtrDUA

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentar;g Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2Ol1 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tenlang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tal:lur, 2OO8 tentang

Pendanaan dan Pengeloiaan Bantuan Bencana;
7. Peraturan Badan Nasional Penangguiangan Bencana Nomor

4 Tahun 2O2O tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor

3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat
Bencana;

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2Ol3 tentang
Penanggulangan Bencana;

10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2O2O tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 69 Tahun 2019 tentang
Mekanisme Pengelolaan Dana Penanggulangan Bencana;

12. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 71 Tahun 2019 tentang
Rencana Penanggulangan Bencana di Kabupaten Lumajang
Tahun 2Ol9-2O23;

13. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 63 Tahun 2022 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian T\rgas dan Fungsi
serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN:

Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Banjir
dan Tanah Longsor Tahun 2023 berlaku selama 9O (sembilan
puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Juli 2023 sampai
dengan 18 Oktober 2023.

Status Transisi Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Banjir
dan Tanah Longsor Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada

Diktum Kesatu dapat diperpanjang atau diberhentikan sesuai

dengan kondisi dan perkembangan yang tedadi.

Membebankan biaya pelaksanaan atas penanganan Transisi
Darurat ke Pemulihan Bencana Alam Banjir dan Tanah
Longsor Tahun 2023 sebagaimana dimaksud diktum Kesatu
pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Lumajang dan sumber dana lain yang sah sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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KEEMPAT

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada Yth. :

1. Sdr. Kepala Badan Nasional
Penanggulangan Bencana;

2. Sdr. Gubernur Jawa Timur di
Surabaya;

3. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Lumajang;

4. Sdr. Kepala Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Provinsi Jawa
Timur;

5. Sdr. Inspektur Daerah;
6. Sdr. Kepala Badan Pengelola

Keuangan Daerah.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lumajang
2l Juli 2023
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